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Abstrak
 

Seorang anak tidak pernah minta untuk dilahirkan. Sesungguhnya ia adalah karunia dari Allah SWT kepada

umatnya. Secara biologis, terjadinya seorang anak didahului oleh adanya hubungan badan antara seorang

pria dengan seorang wanita. Hubungan badan tersebut biasa terjadi dalam suatu ikatan perkawinan yang sah

antara suami dan istri. Namun hubungan itu bisa pula terjadi tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

Hubungan badan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah dikenal dengan istilah free sex atau

seks bebas. Hubungan free sex atau hubungan badan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan akan

menimbulkan permasalahan terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut. Seorang anak yang dilahirkan

dari suatu hubungan free sex akan memiliki status dan kedudukan yang berbeda dengan anak yang

dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Status dan kedudukan seorang anak sangatlah penting,

karena status dan kedudukan tersebut akan mempengaruhi hubungan kekeluargaan dan hubungan perdata

yang dimiliki antara si anak dengan ayah dan ibunya. Selain itu status dan kedudukan anak juga akan

mempengaruhi perwalian anak.

 

Seorang wali diangkat melalui penetapan Pengadilan Negeri. Dimana pihak yang berkepentingan

mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri setempat. Kemudian Pengadilan Negeri

tersebut memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan perwalian yang diajukan, yang

dituangkan dalam sebuah penetapan. Dengan menggunakan metode studi dokumen dan wawancara,

diketahui bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh atas suatu penetapan voluntair adalah dengan

mengajukan permohonan kasasi. Hal ini merujuk kepada Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU No.14 tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung. Dan terhadap suatu penetapan perwalian, dapat dimohonkan pembatalan.

Dimana yang mempunyai wewenang untuk membatalkan suatu penetapan Pengadilan Negeri adalah

Mahkamah Agung. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung.
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